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Sri Rahayu (B111 09 256). The role of the International Committee of the Red Cross 
(ICRC) to the Promotion and respect of human rights in Indonesia. Guided by Muhammad 
Ashri dan Tri Fenny Widayanti. 
This research aims to find out how is the condition of respect for human rights and the 
role carried out by the ICRC in order to respect for and promotion of human rights in 
Indonesia. This research was conducted with methods of literature research or through the 
study of literature which is also coupled to the interview method with various parties who are 
competent in the writing of this thesis.  
The results obtained from this study are as follows: 1). Although the legal basis in 
both international and national scope of the protection of human rights had been made, but in 
reality, the various legal regulations concerning human rights are still not being implemented 
properly. The response made by the Government of the Republic of Indonesia on human 
rights cases already on the right track. However, still tend to use the actions in the actual 
military lines according to the view of the author is most recently to stage reached. 2). ICRC 
as an independent international organization in the field of humanity has shown a variety of 
its role in promoting and enhancing respect for human rights, especially in International 
Law, both in Humaniter condition of war, conflict, disasters, as well as under normal 
conditions. Various actions that have been taken in the real that is by conducting seminars, 
workshops, discussions, book launches, and numerous other humanitarian activities (cataract 
surgery, a visit to the prisoners, and others). 
Based on the results of the research, the author formulates suggestions as follows: 1). 
range of products has been ratified and laws made by Government of the Republic of 
Indonesia should be implemented as fully as possible. Settlement through military lines 
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should be minimized and even eliminated using the dialog. Many acts of violence that 
occurred in the settlement of lively variety of cases of human rights violations should be 
removed. 2. the involvement of ICRC good) in conditions of conflict or peaceful conditions in 
a country should not exceed from what has been mandated or regulated. In fact, according to 
several parties from the Government of the Republic of Indonesia, the involvement of ICRC in 
Indonesia actually often exceed the authority that has mandated by the Geneva Conventions 
of 1949. 
 




Sri Rahayu (B111 09 256). Peran International Committee of the Red Cross (ICRC) 
Terhadap Pemajuan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dibimbing oleh 
Muhammad Ashri dan Tri Fenny Widayanti. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kondisi penghormatan Hak 
Asasi Manusia (HAM) dan peran yang dilakukan oleh ICRC dalam rangka pemajuan dan 
penghormatan HAM di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode “literature 
research” atau melalui studi literatur yang juga dirangkaikan dengan metode wawancara 
dengan berbagai pihak yang kompeten dalam penulisan skripsi ini.  
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Meskipun landasan 
hukum baik dalam lingkup internasional maupun nasional mengenai perlindungan HAM telah 
dibuat, namun dalam realitasnya, berbagai peraturan hukum tentang HAM tersebut masih 
belum diimplementasikan dengan baik. Respon yang dilakukan oleh Pemerintah Republik 
Indonesia pada kasus HAM sudah pada jalur yang tepat. Namun, masih cenderung 
menggunakan tindakan di jalur militer yang sebenarnya menurut pandangan Penulis 
merupakan tahap yang paling akhir untuk ditempuh. 2). ICRC sebagai organisasi 
internasional yang independen di bidang kemanusiaan telah menunjukkan berbagai perannya 
dalam memajukan dan meningkatkan penghormatan HAM khususnya dalam Hukum 
Humaniter Internasional, baik dalam kondisi perang, konflik, bencana, maupun dalam kondisi 
normal. Berbagai tindakan riil yang telah diambil yaitu dengan melakukan berbagai seminar, 
workshop, diskusi, peluncuran buku, dan berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya (operasi 
katarak, kunjungan ke tahanan, dan lain-lain). 
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Berdasarkan hasil penelitian, Penulis merumuskan saran sebagai berikut: 1). Berbagai 
produk hukum yang telah diratifikasi maupun dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia 
hendaknya diimplementasikan semaksimal mungkin. Penyelesaian melalui jalur militer 
hendaknya diminimalkan bahkan dihilangkan dan lebih menggunakan jalur dialog. Berbagai 
tindakan kekerasan yang marak terjadi dalam penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM 
hendaknya dihilangkan. 2). Keterlibatan ICRC baik dalam kondisi konflik maupun kondisi 
damai di suatu negara hendaknya tidak melebihi dari apa yang telah diamanatkan atau diatur. 
Bahkan, menurut beberapa pihak dari Pemerintah Republik Indonesia, keterlibatan ICRC di 
Indonesia sebenarnya seringkali melebihi kewenangan yang telah diamanatkan oleh Konvensi 
Jenewa 1949. 
 




Hukum internasional sebagai acuan dalam pelaksanaan ketertiban dunia hendaknya 
memiliki peran yang sangat vital dalam mencegah maupun meredam pelanggaran HAM yang 
kerap terjadi. Sebagai upaya untuk menekan itu, hukum internasional kemudian merancang 
berbagai instrumen hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian kasus 
pelanggaran HAM. Negara sebagai subjek hukum internasional utama1 yang memiliki 
otoritas terbesar dalam melindungi terjaminnya HAM setiap warga negaranya, seringkali lalai 
dalam melaksanakan kewajibannya. 
Sebagai negara hukum2, telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional 
tentang HAM, dan banyaknya peraturan perundangundangan tentang HAM yang telah dibuat, 
hendaknya Indonesia mampu menekan bahkan menghentikan praktik-praktik pelanggaran 
HAM yang terjadi. Pemerintah Indonesia sebagai pemegang otoritas tertinggi memiliki 
kewajiban yang sangat besar dalam mengusut, menghentikan, dan mencegah berbagai kasus 
pelanggaran HAM yang terjadi. Bahkan, pemerintah Indonesia hendaknya mampu 
mengambil berbagai tindakan yang dianggap perlu sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus 
pelanggaran HAM yang sering terjadi. 
 
                                                           
1
 Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, 
(Bandung: Alumni, 2005), hlm. 17 
2
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) 
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Organisasi internasional sebagai salah satu subjek hukum internasional juga memiliki 
kapasitas dalam pencegahan maupun penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Kehadiran 
berbagai organisasi internasional tersebut merupakan suatu perkembangan positif dalam 
hukum internasional itu sendiri3. Hampir keseluruhan organisasi internasional yang bergerak 
di bidang kemanusiaan terbentuk saat kondisi damai4 (pasca konflik5). Namun juga terdapat 
organisasi internasional kemanusiaan lain yang pembentukannya didasarkan pada 
pengalaman saat konflik sedang terjadi. 
Perang antara Perancis dan Italia melawan Austria pada tanggal 24 Juni 18596 
akhirnya melahirkan dua gagasan penting, yaitu membentuk organisasi kemanusiaan 
internasional, yang dapat dipersiapkan pendiriannya pada masa damai untuk menolong para 
prajurit yang cedera di medan perang. Mengadakan perjanjian internasional guna melindungi 
prajurit yang cedera di medan perang serta perlindungan sukarelawan dan organisasi tersebut 
pada waktu memberikan pertolongan pada saat perang7. 
Kedua gagasan inilah yang kemudian menjadi alasan kuat dalam melatarbelakangi 
terbentuknya ICRC. Pembentukan ICRC ini kemudian menjadi salah satu tonggak sejarah 
bagi penghormatan HAM saat konflik. 
“Even wars have limits”39 kalimat inilah yang kemudian menjadi dasar bagi 
terbentuknya Hukum Humaniter Internasional (HHI)8. Keempat Konvensi Jenewa 1949 (KJ 
1949) sebagai implementasi dari HHI mendapat apresiasi luar biasa dari hampir seluruh 
negara di dunia. Sebanyak 194 negara9 telah menjadi bagian dari KJ 1949.  
Tidak hanya itu, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa (PT I KJ 1977) dan Protokol 
Tambahan II Konvensi Jenewa 1977 (PT II KJ 1977) juga menjadi pelengkap KJ 1949. 
Sedangkan Protokol Tambahan III Konvensi Jenewa 2005 (PT III KJ 2005) berhasil 
                                                           
3
 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 798 
4
 Human Rights Watch didirikan pada tahun 1978 dan Amnesty International didirikan pada tahun 1961. 
Kesemuanya didirikan saat Perang Dunia II telah berakhir. 
5
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percekcokan; perselisihan; pertentangan 
6
 PMI, Dunia Palang Merah, (Jakarta: PMI, 2009), hlm. 2 
7
 Universitas Sumatera Utara, Tinjauan Umum tentang ICRC, hlm. 19 
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21986/3/Chapter%20II.pdf diakses pada 7 Oktober 2012 
8
 Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau International Humanitarian Law (IHL) adalah aturan-aturan 
pada perjanjian dan kebiasaan internasional yang secara khusus bertujuan menyelesaikan masalah-masalah 
kemanusiaan yang muncul sebagai akibat langsung dari konflik bersenjata, baik internasional maupun non-
internasional. Demi alasan kemanusiaan, aturan-aturan tersebut membatasi hak pihak-pihak yang terlibat konflik 
dalam hal pemilihan cara dans arana berperang dan melindungi orang-orang serta benda-benda yang terkena, 
atau kemungkinan terkena dampak konflik. 
9
 ICRC, International Humanitarian Law-Treaties and Documents, 
http://www.icrc.org/HHI.nsf/CONVPRES?OpenView diakses pada 29 Januari 2013 
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mengadopsi penggunaan sebuah lambang baru, yaitu kristal merah selain palang merah dan 
bulan sabit merah10. 
Berbagai perjanjian internasional telah dibuat atas prakarsa ICRC sebagai bentuk 
penghormatan HAM saat konflik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ICRC memiliki peran 
yang vital dalam menjamin terlindunginya HAM seluruh pihak yang terlibat saat konflik 
sedang berlangsung. 
Namun, bagaimanakah peran ICRC saat konflik telah usai (kondisi damai)? Apakah 
ICRC tetap berperan dalam menjamin penghormatan HAM? Lantas, bagaimanakah posisi 
pemerintah suatu negara (dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia) dalam menjamin 
HAM warga negaranya saat ICRC juga turut berperan dalam menjamin HAM? 
 
Kondisi Penghormatan HAM di Indonesia 
1. Landasan Hukum 
a. Lingkup Internasional 
i. Bill of Human Rights yang terdiri atas11: 
1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mulai 
berlaku pada 10 Desember 194812 
2. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sosial dan Politik yang 
mulai berlaku pada 16 Desember 197613 dan telah diratifikasi 
melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200514 
3. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan 
Budaya yang mulai berlaku pada 3 Januari 197615 dan telah 
diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 200516 
ii. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain 
yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, 
                                                           
10
 ICRC, Kenali ICRC, (Jakarta: ICRC, 2006), hlm. 12 
11
 Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights, Human Rights Instruments, 2012, 
http://www2.ohchr.org/english/law/ diakses pada 3 Desember 2012 
12
 Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia, 
Jakarta, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2012, hlm. 5 
13
 Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights, Loc.cit. 
14
 Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, dkk, Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di 
Indonesia, Op.cit., hlm. 13 
15
 Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights, Loc.cit. 
16
 Rhona K. Smith, Hukum HAM, (Yogyakarta: Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia (PUSHAM 
UII), 2008), hlm. 300 
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yang mulai berlaku pada 26 Juni 198717 dan telah diratifikasi melalui 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 199818 
iii. Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan 
Perang yang Luka dan Sakit di Medan Perang Pertempuran Darat 1949, 
yang mulai berlaku pada 21 Oktober 195019 dan telah diratifikasi 
melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 195820 
iv. Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan 
Perang yang Luka, Sakit, dan Korban Karam 1949, yang mulai berlaku 
pada 21 Oktober 195021 dan telah diratifikasi melalui Undang-Undang 
Nomor 59 Tahun 195822 
v. Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang 
1949, yang mulai berlaku pada 21 Oktober 195023 dan telah diratifikasi 
melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 195824 
vi. Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Penduduk Sipil Pada Masa 
Perang 1949, yang mulai berlaku pada 21 Oktober 195025 dan telah 
diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 195826 
vii. Statuta ICRC. 
viii. Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. 
 
b. Lingkup Nasional 
i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
ii. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
                                                           
17
 Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights, Loc.cit. 
18
 Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, dkk, Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di 
Indonesia, Op.cit., hlm. 6 
19
 ICRC, International Humanitarian Law-Treaties and Documents, 
http://www.icrc.org/HHI.nsf/INTRO/365OpenDocument diakses pada 24 Januari 2013 
20
 Fadillah Agus dalam presentasi training Hukum HAM untuk dosen pengajar HAM di Fakultas Hukum 
Negeri dan Swasta di Indonesia, yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII dan Norwegian Center for Human 
Rights (NCHR) DI Yogyakarta, 22-24 September 2005, 
http://pushamuii.ac.id/download/ham/hukum%20humaniter.pdf diakses pada 24 Januari 2013 
21
 ICRC, International Humanitarian Law-Treaties and Documents, 
http://www.icrc.org/HHI.nsf/INTRO/370OpenDocument diakses pada 24 Januari 2013 
22
 Fadillah agus, Loc.cit. 
23
 ICRC, International Humanitarian Law-Treaties and Documents, 
http://www.icrc.org/HHI.nsf/INTRO/375OpenDocument diakses pada 24 Januari 2013 
24
 Fadillah agus, Loc.cit. 
25
 ICRC, International Humanitarian Law-Treaties and Documents, 
http://www.icrc.org/HHI.nsf/INTRO/380OpenDocument diakses pada 24 Januari 2013 
26
 Fadillah agus, Loc.cit. 
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iii. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia 
iv. Perjanjian Markas Besar antara Pemerintah Republik Indonesia dan 
ICRC tentang Pendirian kantor delegasi ICRC Regional di Jakarta yang 
ditandatangani pada 19 Oktober 1987. 
 
2. Respon Pemerintah Terhadap Isu Hak Asasi Manusia 
a. Konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 
Terkait peristiwa GAM yang mulai menyerang fasilitas-fasilitas 
pemerintah, khususnya tiang-tiang listrik dan membunuh warga sipil yang 
tidak bersalah, termasuk perempuan dan anak-anak, TNI bereaksi dengan 
mengerahkan lebih banyak serdadu ke Aceh dan mengintensifkan operasi 
penumpasan kerusuhan.  
Kejadian ini mengikuti pola bahwa setiap kali kedua pihak mencapai 
suatu persetujuan, unsur-unsur di lapangan pasti mengeluarkan pernyataan-
pernyataan bantahan atau penolakan lalu melancarkan aksi kekerasan, hal yang 
setiap kali merusak proses dialog. 
Pada 19 Agustus 2002, Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan 
kebijakan baru tentang Aceh: GAM diberi kesempatan sampai akhir hingga 
akhir Ramadhan, yaitu tanggal 7 Desember 2002 untuk menerima tawaran 
otonomi khusus sebagai prasyarat bagi dialog lebih lanjut atau harus 
menghadapi kekuatan militer Indonesia. 
Tidak lama sebelum berakhirnya Agustus 2002, pemerintah 
memperlunak sikap dengan pengumuman dari Menteri Koordinator Politik dan 
Keamanan. "Kami mengharapkan babak perundingan baru dengan GAM 
dalam bulan September, mungkin bukan perundingan formal, tetapi kami akan 
terus meretas jalan bagi penyelesaian secara damai," demikian pengumuman 
tersebut. 
Berbagai perundingan telah diadakan sebagai bentuk respon 
pemerintah atas konflik yang terjadi di Aceh. Undang-undang otonomi khusus 
pun juga telah dibuat sebagai jalan keluar atas maraknya tindakan kekerasan 
yang dilakukan oleh GAM. 
Undang-Undang Otonomi Khusus NAD akan menjadi titik awal bagi 
dialog semua unsur masyarakat Aceh. Masalah-masalah yang belum 
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terselesaikan, termasuk rincian mengenai waktu dan cara penyerahan senjata 
oleh GAM dan hal-hal yang mesti dilakukan oleh TNI. Keseluruhan proses 
dirancang untuk membuang senjata dari politik.  
Pemerintah sudah mengambil semua langkah yang fleksibel bersamaan 
dengan kesabaran yang kian mendekati batas. Di pihak lain GAM sama sekali 
tidak menunjukkan fleksibiltasnya dengan alasan yang tidak jelas, dan juga 
tampak mempermainkan itikad baik pemerintah.  
Dengan menjalankan seluruh kesabaran dan flesibilitas di hadapan 
GAM yang "bertingkah", pemerintah yakin bahwa telah mempertahankan 
sebuah pilihan moral yang tinggi. Kalau sekarang pemerintah harus 
memformulasikan kembali kebijakan atas Aceh, hendaknya tetap dengan 
moral yang tinggi itu dan dengan itu pemerintah bisa memilih salah satu dari 
dua pilihan: menjalankan operasi militer, atau mencoba lagi jalan damai. 
Ketika operasi militer akhirnya diputuskan, operasi tersebut mesti 
dipersiapkan secara berhati-hati, sehingga yang terjadi di lapangan nanti 
bukanlah perang dalam pengertian tradisional melainkan perang kemanusiaan 
yang didasarkan pada pengakuan bahwa situasi politik yang sedemikian rumit 
di Aceh tidak bisa semata-mata diselesaikan secara militer. 
Lebih dari itu, ada risiko bahwa aksi militer bisa menjadi bumerang 
bagi pemerintah jika korban sipil menjadi berlebihan. Karenanya operasi 
militer harus dirancang tidak saja untuk memenangkan pertempuran dan 
kontak senjata, tetapi terutama memenangkan hati dan pikiran rakyat Aceh. 
Tuntutan dewasa ini ialah, walapun operasi militer itu sah adanya, 
operasi itu sendiri harus sedemikian rupa sehingga menghindari "kerusakan 
besar-besaran". Apabila korban sipil berjatuhan, rasa dendam baru timbul pada 
sebagian rakyat Aceh, dan ini hanya akan mempersulit pencapaian tujuan dari 
apa yang disebut sebagai "perang kemanusiaan" itu. 
 
b. Penyanderaan Papua 
Terkait dengan peristiwa penyanderaan di Mapnduma pada 8 Januari 
1996, Els-HAM Papua dalam laporannya -mengacu pada laporan tiga gereja di 
Timika- mengatakan bahwa ABRI kembali melakukan serangkaian tindak 
kekerasan yang melanggar HAM antara Januari-Mei 1996 di Bela, Alama, Jila, 
dan Mapnduma, melalui sebuah operasi secara diam-diam (silent operation) 
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ketika saat yang sama pihak gereja, tokoh masyarakat, dan ICRC sedang 
dalam proses negosiasi dengan pihak OPM untuk pembebasan sandera secara 
damai. 
“Ada 7 perempuan diperkosa atau secara seksual dilecehkan (1 
berumur 3 tahun dan 2 diantaranya berumur 11 tahun); 6 anak sekolah menjadi 
korban ledakan granat yang disimpan pasukan ABRI di sebuah rumah 
penduduk (3 diantaranya mati seketika, 2 meninggal dunia setelah dirawat dan 
1 lainnya cacat seumur hidup); 4 orang dianiaya dan 2 orang lainnya ditembak 
dan diintimidasi.”  
Pasukan ABRI menduduki daerah perkampungan disekitar pegunungan 
tengah itu dan memusnahkan kebun dan ternak peliharaan masyarakat, 
sehingga mereka mengungsi ke hutan-hutan, dan akibatnya, sekitar 213 orang 
masyarakat meninggal dunia karena kekurangan bahan makanan dan sakit. 
Tindakan sepihak ABRI telah menggagalkan upaya negosiasi, dan 
kemudian yang terjadi adalah “operasi militer pembebasan sandera”. Operasi 
pembebasan sandera ini berlangsung dari tanggal 9-13 Mei 1996 di desa 
Ngeselema, yang melibatkan ABRI, 16 anggota pasukan elit Angkatan Udara 
Inggris (SAS). Akibat operasi ini, 8 warga sipil terbunuh, 4 orang ditemukan 
telah menjadi mayat, 2 warga Indonesia yang disandera dibunuh, dan rumah 
serta harta benda masyarakat di desa Ngeselema, Uarem, Nolid, dan Yenggelo 
dibumihanguskan. 
 
Peran ICRC Terhadap Pemajuan dan Penghormatan HAM di Indonesia 
Berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Statuta ICRC dan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) 
Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, peran ICRC, yaitu: 
1. Memelihara dan menyebarluaskan prinsip-prinsip dasar Gerakan. 
2. Melaksanakan pengakuan terhadap setiap PN yang baru didirikan atau yang dibentuk 
kembali, yang telah memenuhi syarat untuk diakui dan memberitakan kepada PN di 
seluruh dunia mengenai pengakuan tersebut. 
3. Melaksanakan tugas yang dibebankan oleh KJ 1949, bekerja untuk melaksanakan HHI 
yang berlaku dalam pertikaian bersenjata memperhatikan keluhan-keluhan 
berdasarkan dugaan adanya pelanggaran terhadap hukum tersebut. 
4. Setiap saat berupaya sebagai lembaga netral yang melaksanakan kegiatan 
kemanusiaan terutama pada saat pertikaian bersenjata atau pertikaian bersenjata 
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lainnya maupun kerusuhan dalam negeri, menjamin perlindungan dan terhadap 
korban-korban militer dan penduduk sipil dari konflik tersebut dan akibat langsung 
dari padanya. 
5. Menjamin bekerjanya Biro Pusat Pencarian27 yang ditetapkan dalam KJ 1949. 
6. Membantu melatih petugas kesehatan menyediakan alat-alat kesehatan, bekerja sama 
dengan PN, instansi kesehatan militer dan sipil serta pihak lainnya untuk persiapan 
bila terjadi konflik bersenjata. 
7. Menyebarluaskan pengertian dan penyebaran HHI yang berlaku pada saat terjadi 
konflik bersenjata dan mengadakan kesiapan bagi perkembangannya. 
8. Menjalankan mandat yang dipercayakan kepadanya oleh konferensi internasional. 
9. ICRC dapat mengambil prakarsa kegiatan kemanusiaan yang sesuai dengan perannya 
sebagai suatu lembaga penengah netral yang khusus dan independen serta 
mempertimbangkan setiap pernyataan yang membutuhkan penelitian oleh lembaga28 
 
 
Peran ICRC Dalam Kondisi Konflik 
Sejak Konvensi Jenewa I 1864, ICRC bekerja meningkatkan perlindungan 
bagi korban perang dengan cara mendorong negara-negara untuk menyusun dan 
mengadopsi standarstandar hukum yang baru. Para ahli hukum ICRC 
menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam rapat-rapat dan koferensi-konferensi 
mengenai permasalahan kemanusiaan.  
Melalui pelayanan konsultasi HHI-nya, ICRC juga mendorong negara-negara 
untuk mengadopsi peraturan perundang-undangan yang memberlakukan HHI di 
tingkat nasional. Para ahli hukum ICRC di markas besar Jenewa maupun di lapangan 
memberikan bantuan teknis kepada negara-negara menyangkut antara lain, undang-
undang untuk menuntut penjahat perang dan undang-undang untuk melindungi 
lambang palang merah, bulan sabit merah, dan kristal merah. 
ICRC juga mengupayakan peningkatan implementasi (pelaksanaan) HHI. Pada 
tahun 2002, ICRC melaksanakan proyek peneguhan kembali dan pengembangan HHI. 
Sebagai bagian dari proyek tersebut, ICRC mengadakan refleksi secara internal 
mengenai permasalahan yang sudah ada maupun yang sedang muncul terkait HHI, 
selain juga mengadakan konsultasi secara eksternal mengenai permasalahan tersebut. 
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Atas permintaan masyarakat internasional, ICRC mengadakan studi di seluruh 
dunia tentang ketentuanketentuan HHI kebiasaan. Studi ini selesai pada tahun 2004 
dan berhasil mengidentifikasikan praktik-praktik yang selama ini telah diakui dan 
dapat melengkapi hukum dan perjanjian tertulis, terutama praktik-praktik yang 
berlaku pada konflik bersenjata non-internasional.  
Di samping itu, ICRC bekerja untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan 
terhadap HHI. Kegiatan operasional ICRC bersifat melengkapi kegiatan hukumnya. 
Selain memberikan bantuan kepada penduduk yang membutuhkan, ICRC juga hadir 
di lapangan untuk memantau penghormatan terhadap HHI, untuk mengamati masalah-
masalah yang dihadapi oleh korban konflik bersenjata dalam kehidupan sehari-hari 
mereka dan untuk memprakarsai pengembangan hukum baru. 
Jika melihat pelanggaran aturan perang, ICRC akan mengadakan pendekatan 
rahasia kepada pihak yang bertanggungjawab atas peristiwa itu. Jika pelanggarannya 
serius, berulang, dan dipastikan akan terjadi lagi, dan jika pendekatan rahasianya itu 
gagal, ICRC berhak menyatakan pendirian di depan umum dengan mengecam 
kegagalan untuk menghormati HHI tersebut, asalkan publisitas semacam itu oleh 
ICRC dianggap perlu demi kepentingan orang-orang yang terkena atau terancam oleh 
pelanggraanpelanggaran tersebut. Langkah semacam itu bersifat pengecualian. 
Bukanlah tugas ICRC untuk melakukan penyelidikan atas penuntutan atas 
pelanggaran HHI. Setiap negara peserta KJ 1949 wajib memasukkan ke dalam hukum 
nasionalnya ketentuan mengenai penindakan terhadap pelanggaran HHI, termasuk 
mengenai penuntutan dan ekstradisi atas penjahat perang.  
ICRC aktif mengupayakan agar senjata yang digunakan maupun senjata yang 
masih dalam pengembangan sesuai dengan ketentuan HHI. Dua hal mengenai 
persenjataan menjadi kepedulian kemanusiaan: (1) apakah sebuah senjata tertentu 
bersifat membabi buta sehingga sangat mungkin menimbulkan kematian dan luka-
luka di kalangan sipil? Dan (2) apakah senjata ini menimbulkan penderitaan yang 
lebih besar dari pada yang diperlukan bagi tujuan militer tertentu? Kedua hal ini 
merupakan pokok dari kampanye pelarangan ranjau darat yang berpuncak dengan 
diadopsinya Konvensi 1997 tentang Pelarangan atas Penggunaan, Penimbunan, 
Pembuatan, dan Pemindahan Ranjau Darat Antipersonil dan Tentang 
Penghancurannya (Konvensi Ottawa). 
Pada tahun 2000, usai konflik Kosovo, ICRC mengupayakan perjanjian 
internasional baru tentang bahan peledak lain sisa perang. Upaya ini didukung oleh 
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LSM-LSM dan banyak pemerintah. Sesuai perundingan antara negara-negara peserta 
Konvensi 1980 tentang Senjata Konvensional Tertentu, dibuatlah perjanjian 
internasional baru yang terlibat konflik untuk memperkecil bahaya dari bahan peledak 
sisa perang. 
ICRC juga prihatin dengan senjata-senjata terbaru yang sedang dikembangkan. 
Pada dasarwarsa 1990-an dilakukan kampanye untuk mewujudkan pelarangan senjata 
laser yang membutakan. Tujuan tersebut tercapai pada tahun 1995.  
ICRC tahu bahwa kemajuan semacam itu, yang sebenarnya dimaksudkan demi 
manfaat kemanusiaan, bisa dipakai untuk membuat senjata biologis dan kimiawi yang 
lebih efektif. Oleh karena itu, ICRC pada tahun 2002 secara terbuka mengingatkan 
kalangan pemerintah, institusi militer, dan ilmuwan tentang kewajiban hukum dan 
kewajiban moral mereka untuk mencegah terjadinya peracunan dan penyebaran 
penyakit menular secara sengaja sebagai metode perang. 
Ada bukti kuat bahwa tersebar luasnya berbagai senjata militer ukuran kecil 
berdampak buruk pada penghormatan HHI dan pemberian bantuan kepada korban 
perang. ICRC berpartisipasi dalam diskusi-diskusi internasional tentang masalah 
tersebut dengan menjelaskan besarnya dampak negatif dari bebasnya peredaran 
senjata dan amunisi terhadap penduduk sipil. ICRC mendorong pemerintahpemerintah 
untuk memperhitungkan, ketika membuat keputusan tentang pengiriman senjata, 
bagaimana kemungkinannya pihak penerima akan menghormati HHI.  
Dalam kaitannya untuk melindungi manusia dalam situasi konflik, atau 
kekerasan bersenjata, misi ICRC ialah untuk memperoleh penghormatan sepenuhnya 
terhadap isi dan jiwa HHI. ICRC berupaya untuk: 
i. Memperkecil bahaya yang mengancam orang-orang dalam situasi semacam 
itu. 
ii. Mencegah dan menghentikan perlakuan semena-mena terhadap mereka. 
iii. Mengupayakan agar hak-hak mereka diperhatikan dan suara mereka didengar. 
iv. Memberi mereka bantuan. 
 
ICRC melakukan hal ini dengan cara terus berada di dekat para korban konflik 
dan kekerasan maupun dengan cara menjalin dialog secara tertutup dengan pihak-
pihak yang terlibat, baik negara maupun non-negara.  
Langkah formal pertama yang diambil oleh ICRC ketika suatu konflik pecah 
ialah mengingatkan para pihak berwenang akan tanggung jawab dan kewajiban 
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mereka terhadap penduduk sipil, tawanan, dan prajurit yang terluka dan yang sakit, 
dengan mengutamakan penghormatan terhadap integritas fisik dan martabat mereka. 
Setelah melaksanakan survei-survei secara independen, ICRC selanjutnya mengajukan 
rekomendasi kepada para pihak berwenang untuk mengambil tindakan nyata –yang 
bersifat preventif maupun korektif- untuk memperbaiki situasi penduduk yang terkena 
dampak konflik itu.  
Pada saat yang sama, ICRC mengambil tindakan atas prakarsanya sendiri 
untuk menanggapi kebutuhan-kebutuan yang paling mendesak, terutama dengan cara: 
i. Memberikan makanan dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. 
ii. Mengevakuasi dan/atau memindahkan orang-orang yang berada dalam bahaya. 
iii. Memulihkan dan memelihara hubungan antara anggota keluarga yang terpisah 
dan mencari orang hilang.  
 
Menyangkut tempat-tempat penahanan, ICRC juga melaksanakan sejumlah 
program berjangka panjang dan terstruktur untuk memberikan bantuan teknis dan 
bantuan material kepada pihak berwenang. Perlindungan adalah bagian utama dari 
kegiatan ICRC dan menjadi bagian inti dari mandat ICRC maupun dari HHI. ICRC 
hadir di wilayah-wilayah yang penduduk sipilnya berada dalam bahaya. ICRC 
menjalin dialog dengan semua pihak pembawa senjata, baik militer, kelompok 
pemberontak, kepolisian, pasukan paramiliter, maupun kelompok lain yang ikut serta 
dalam permusuhan. 
Orang yang mengungsi di dalam wilayah negaranya akibat konflik bersenjata 
masuk dalam kategori penduduk sipil yang terkena dampak konflik. Mereka berhak 
dilindungi oleh HHI dan berhak menerima bantuan ICRC. Karena sangat sulitnya 
situasi yang dihadapi oleh pengungsi internal, persentasi mereka sebagai penerima 
bantuan ICRC cukup besar. Jika pihak berwenang nasional tidak mampu membantu 
mereka, ICRC turun tangan menyediakan kebutuhan paling mendesak yang mereka 
hadapi. Ketika membantu pengungsi internal, ICRC menyadari bahwa masyarakat 
yang menampung pengungsi ini sendiri mungkin sudah terkuras sumber dayanya 
sehingga tak mampu lagi menerima pengungsi baru. 
Dengan demikian, masyarakat penampung pengungsi itu sudah menjadi rentan, 
padahal orang-orang yang belum mengungsi, yaitu yang terpaksa masih tinggal di 
tempat asalnya, juga menghadapi kesulitan besar. Berdasarkan gambaran tersebutlah 
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ICRC menentukan penerima bantuannya. Faktor yang menentukan adalah kerentanan, 
bukan berasal dari kelompok mana mereka berasal. 
Pengungsi lintas batas internasional dikategorikan sebagai pengungsi eksternal 
sehingga berhak memperoleh perlindungan dan bantuan dari UNHCR29. Dalam hal 
ini, ICRC hanya bertindak sebagai pendukung, terutama jika pengungsi eksternal yang 
bersangkutan dilindungi oleh HHI atau jika kehadiran ICRC sebagai penengah yang 
netral dan independen dibutuhkan (misalnya, ketika kamp pengungsi eksternal 
diserang). 
ICRC juga menyediakan pelayanan Berita Palang Merah30 untuk membantu 
pengungsi eksternal berhubungan kembali dengan anggota keluarga yang terpisah dari 
mereka sebagai akibat konflik. 
ICRC yakin bahwa seringkali penyebab utama pengungsian adalah 
pelanggaran HHI. Karena itu, disamping kegiatannya membantu pengungsi internal 
dan eksternal, ICRC juga berupaya menyebarluaskan HHI dan meningkatkan 
penghormatan terhadap HHI untuk mencegah terjadinya pengungsian. 
ICRC membantu perempuan korban konflik sebagai bagian dari mandatnya 
untuk melindungi dan membantu semua korban konflik. Namun, karena perempuan 
mempunyai kebutuhan yang spesifik menyangkut perlindungan, kesehatan, dan 
bantuan, ICRC berupaya agar kebutuhan mereka ditanggapi secara memadai dalam 
semua kegiatannya. Pada khususnya, ICRC menitikberatkan perlindungan yang harus 
diberikan kepada perempuan dan penyebarluasan kesadaran kepada para pembawa 
senjata bahwa kekerasan seksual dalam segala bentuknya dilarang oleh HHI sehingga 
perlu dicegah secara sungguh-sungguh. 
Meskipun ICRC bertindak secara tidak memihak dalam membantu korban 
perang dan korban situasi kekerasan dalam negeri, kebutuhan-kebutuhan seorang anak 
jelas berbeda secara mendasar dari kebutuhan-kebutuhan perempuan, lelaki, atau 
orang lanjut usia. Anak sering menjadi saksi mata tanpa daya atas kekejaman yang 
dilakukan terhadap orang tua atau anggota keluarga mereka lainnya. 
ICRC mendaftar anak-anak yang terpisah dari keluarga akibat konflik 
bersenjata dan mencarikan kerabat terdekat mereka supaya hubungan mereka dengan 
keluarga pulih kembali. Bilamana anak yang bersangkutan masih terlalu kecil atau 
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 UNHCR (United Nations High Commissioner fot Refugee) adalah komisi tinggi PBB untuk pengungsi 
eksternal 
30
 Red Cross Media (RCM) 
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masih mengalami trauma sehingga tidak mampu memberikan informasi rinci 
mengenai identitasnya, ICRC akan memotretnya dan menyebarluaskan potret ini atau 
memajangnya di tempat-tempat umum agar kerabatnya ada yang mengenalinya. 
ICRC memberi anak-anak, beserta orang-orang sipil lainnya, bantuan makanan 
dan bantuan materi lain, baik dalam keadaan darurat maupun dalam jangka panjang. 
ICRC juga meningkatkan akses ke air yang aman dan perawatan kesehatan bagi 
mereka. 
Konvensi Jenewa 1949 dan kedua Protokol tambahannya sangat 
mementingkan upaya perlindungan anak, baik melalui ketentuan-ketentuan yang, 
melindungi penduduk sipil secara keseluruhan maupun melalui ketentuan-ketentuan 
yang berfokus pada anakanak. ICRC terlibat dalam merundingkan perjanjian-
perjanjian internasional lain menyangkut perlindungan anak, terutama Konvensi 1989 
tentang Hak-hak Anak Beserta Opsional tahun 2000 tentang keterlibatan anak dalam 
konflik bersenjata dan Statuta Roma 1998 tentang MPI. Pasal 8 Statuta Roma 
menetapkan bahan merekrut atau menggunakan anak berusia di bawah 15 tahun untuk 
ikut serta secara aktif dalam permusuhan adalah kejahatan perang. 
Dalam konflik bersenjata internasional, Konvensi-Konvensi Jenewa mengakui 
hak ICRC untuk mengunjungi tawanan perang dan internir sipil. Mencegah ICRC 
melaksanakan misi ini adalah pelanggaran HHI. 
Dalam konflik bersenjata non-internasional dan situasi kekerasan dalam negeri, 
KJ 1949 (pasal 3) dan Anggaran Dasar Gerakan memberi ICRC wewenang untuk 
menawarkan pelayanan kunjungan tahanan. Banyak pemerintah mengizinkan ICRC 
melakukan hal tersebut. 
 
ICRC berupaya untuk: 
i. Mencegah atau mengakhiri kasus orang hilang dan eksekusi sumir, penyiksaan, 
dan perlakuan buruk. 
ii. Memulihkan kontak antara tahanan dan keluarganya. 
iii. Memperbaiki kondisi penahanan sesuia dengan hukum yang berlaku. 
 
ICRC melakukan hal itu dengan mengunjungi tempat penahanan. Berdasarkan 
temuannya dari kunjungannya ke tempat penahanan, ICRC melakukan pendekatan 
konfidensial kepada pihak yang berwenang dan, bilamana pelu, memberikan bantuan 
materi atau medis kepada para tahanan.  
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Selama kunujungan, anggota delegasi ICRC berbicara langsung dengan setiap 
tahanan. Anggota delegasi ICRC mencatat data mereka supaya kasus mereka dapat 
terus ditindaklanjuti hingga saat pembebasan mereka. Para tahanan menceritakan 
kepada anggota delegasi ICRC masalah-masaaah kemanusiaan yang mereka hadapi. 
ICRC tidak mempermasalahkan alasan penangkapan atau penahanan mereka, 
tetapi ICRC berusaha memperoleh jaminan hukum yang menjadi hak mereka sesuai 
HHI. Sebelum mulai melakukan kunjungan ke tempat penahanan, ICRC terlebih 
dahulu menyerahkan kepada pihak yang berwenang sejumlah syarat standar. Anggota 
delegasi ICRC harus diizinkan untuk: 
i. Menemui semua tahanan yang termasuk dalam mandat ICRC dan mengakses 
semua tempat di mana mereka ditahan. 
ii. Mewawancarai tahanan yang dipilihnya, tanpa kehadiran saksi. 
iii. Membuat daftar tahanan yang teramsuk dalam mandat ICRC (selama 
kunjungan), atau memperoleh daftar semacam itu dari pihak berwenang 
penahanan yang kemudian diverifikasinya dan, bilamana perlu, dilengkapinya. 
iv. Mengulangi kunjungan sesering yang mereka anggap perlu kepada tahanan 
yang mereka pilih. 
v. Memulihkan hubungan keluarga. 
vi. Memberikan bantuan materi dan medis yang mendesak sesuai yang 
dibutuhkan. 
 
Biro Pusat Pencarian ICRC bekerja memulihkan hubungan keluarga dalam 
semua situasi konflik bersenjata atau kekerasan dalam negeri. Setiap tahun dibuka 
ratusan ribu kasus baru mengenai orang yang dicari oleh keluarganya, baik itu 
pengungsi internal, pengungsi eksternal, tahanan, ataupun orang hilang. Bilamana 
orang yang dicari ditemukan, dia dapat mengirim dan menerima Berita Palang Merah 
dan atau dihubungkan dengan keluarganya, berkat adanya jaringan global yang terdiri 
dari 186 PN dan didukung oleh ICRC. 
Dalam konflik bersenjata internasional, Biro tersebut memenuhi tugasnya 
berdasarkan HHI untuk mengumpulkan, memproses, dan meneruskan informasi 
tentang orang-orang yang dilindungi, terutama tawanan perang dan internir sipil.  
Bagi tahanan dan keluarganya, memperoleh berita dari satu sama lain adalah 
sangat penting. ICRC memberi tawanan perang, internir sipil, tahanan keamanan, dan 
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kadang-kadang juga tahanan hukum umum kesempatan berkomunikasi dengan 
keluarga.  
Memelihara kesatuan keluarga adalah hak universal yang dijamin oleh hukum. 
ICRC berupaya mempersatukan kembali anggota keluarga yang terpisah akibat 
konflik, dengan cara menemukan keberadaannya dan menghubungkannya kembali 
dengan keluarga. Perhatian khusus diberikan kepada anak yang terpisah dari orangtua 
dan kepada orang lanjut usia.  
Kadang-kadang, dokumen perjalanan yang disediakan oleh ICRC menjadi 
satu-satunya sarana bagi orang papa31 yang tidak mempunyai surat identitas resmi 
untuk dapat bergabung kembali dengan keluarganya yang telah menetap di negara 
ketiga atau untuk dapat kembali ke negara asalnya. Dengan semakin banyaknya 
pengungsi dan pencari suaka, ICRC semakin sering mengeluarkan dokumen 
perjalanan bagi mereka yang telah memperoleh izin untuk tinggal di sebuah negara 
penampung. 
Saat perang usai, banyak keluarga terus dihantui oleh ketidakpastian tentang 
nasib anggotanya yang hilang. ICRC membantu dengan mengumpulkan informasi 
tentang orang hilang atau dengan membangun berbagai mekanisme, bersama dengan 
pihak berwenang, yang bertujuan untuk mengklarifikasi nasib atau keberadaan orang 
yang hilang dan memberikan informasi kepada keluarganya. 
Pada akhir tahun 2001, ICRC meluncurkan proyek “Orang Hilang,” yang 
bertujuan meningkatkan kesadaran di kalangan pemerintah, militer, dan organisasi 
internasional maupun nasional mengenai tragedi orang hilang akibat konflik 
bersenjata atau situasi kekerasan dalam negeri dan mengenai derita batin pihak 
keluarga. Pada Februari 2003, sebagai puncak sebuah proses konsultasi yang 
melibatkan para ahli dari seluruh dunia, ICRC mengadakan konferensi internasional 
tentang orang hilang dan keluarganya di Jenewa, Swiss, yang dihadiri oleh 350 
peserta dari 86 negara. 
Rekomendasi-rekomendasi dari konferensi ini menjadi landasan kuat bagi 
pekerjaan selanjutnya. Sasaran akhirnya ialah (1) memastikan bahwa seluruh pihak 
berwenang dan pemimpin yang terkait masalah orang hilang memberikan 
pertanggungjawaban dan (2) mencegah terjadinya kasus orang hilang. ICRC 
                                                           
31
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, papa adalah [1] miskin; sengsara ; [2] terbelenggu oleh indra dan 
tidak lagi ingat akan hakikatnya sebagai manusia; berdosa. 
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berkomitmen kuat terhadap proyek “Orang Hilang” ini. Pedoman operasional 
menyangkut proyek ini tengah dilaksanakan oleh semua delegasi ICRC yang terkait. 
Tujuan utama bantuan ICRC ialah untuk melindungi kehidupan dan kesehatan 
para korban konflik, meringankan beban kesulitan mereka, dan memastikan bahwa 
berbagai konsekuensi dari konflik yaitu penyakit, luka-luka, kelaparan, atau 
kerentanan terhadap unsur-unsur tersebut tidak membahayakan masa depan mereka. 
Walaupun bantuan darurat menyelamatkan kehidupan dan mengurangi dampak 
terburuk dari konflik, ICRC selalu berusaha untuk tetap terarah pada tujuan utamanya, 
yaitu memulihkan kemampuan orang untuk mencukupi kebutuhannya sendiri.  
Dalam konflik tertentu, berbagai taktik yang tidak sah mungkin digunakan 
oleh pihak yang bertikai, misalnya memblokade penyaluran makanan dan bahan-
bahan pokok lain, menghentikan sistem peredaran air, dan dengan sengaja merusak 
tanaman dan prasarana kehidupan. Dalam kasus-kasus semacam ini, ICRC berupaya 
untuk mencegah atau mengakhiri pelanggaran tersebut dengan cara meminta pihak-
pihak yang bertikai untuk memperhatikan tanggung jawab mereka berdasarkan HHI. 
Sebelum memulai suatu program bantuan apapun, ICRC melakukan asesmen 
yang cermat mengenai kebutuhan masingmasing kelompok sesuai dengan lingkungan 
masing-masing supaya bantuan yang diberikan tepat. Di samping itu, ICRC berusaha 
memastikan bahwa bantuan diditribusikan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar 
Gerakan.  
Dalam usahanya yang terus menerus untuk memperbaiki kualitas aksinya, 
ICRC memantau setiap program secara menyeluruh, menyesuaikannya dengan 
perkembangan situasi, dan bilamana program yang bersangkutan telah selesai, 
mengevaluasi pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dan caracara untuk melakukannya 
dengan lebih baik di kemudian hari.  
Kebijakan evaluasi ICRC tersebut berlaku bagi setiap lingkup kegiatannya, 
bukan hanya bagi operasi bantuan darurat kemanusiaan, sehingga ICRC dapat 
memberikan tanggapan sebaik mungkin terhadap macam-macam kebutuhan yang 
dihadapi oleh para korban konflik. 
Pendekatan ICRC terhadap pemberian bantuan dalam situasi konflik ialah 
mementingkan dinamika ekonomi rumah tangga. ICRC memikirkan ssarana produksi 
untuk memenuhi seluruh kebutuhan ekonomi rumah tangga yang dasar dan 
penyediaan sumber daya untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan ini. Seringkali dalam 
situasi krisis terdapat kecenderungan untuk melupakan bahwa manusia membutuhkan 
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lebih dari sekedar makanan untuk bertahan hidup. Karena itu, ICRC 
memperhitungkan semua kebutuhan ekonomi dasar rumah tangga, seperti papan, 
sandang, peralatan memasak, dan bahan bakar. 
Berdasarkan tingkat hilangnya keamanan ekonomi, ICRC memberikan salah 
satu dari ketiga jenis bantuan berikut ini: 
i. Dukungan ekonomi, untuk melindungi sarana produksi vital yang dimiliki 
korban agar mereka dapat mempertahankan kapasitas produksi dan 
keswasembadaan ekonomi di tingkat rumah tangga. 
ii. Bantuan kelangsungan hidup, untuk melindungi kehidupan korban konflik 
dengan cara memberi mereka barang-barang ekonomi yang esensial bagi 
kelangsungan hidup mereka ketiga sarana produksi mereka tidak mampu lagi 
menghasilkan barang-barang tersebut. 
iii. Rehabilitasi ekonomi, untuk membantu korban konflik memulihkan sarana-
sarana produksi yang mereka miliki dan bilamana mungkin, memlihkan 
keswasembadaan mereka. 
 
Begitu terdeteksi tanda-tanda awal pecahnya sebuah konflik, ICRC 
mengingatkan pihak-pihak berwenang terkait tentang perlindungan bagi orang sipil 
berdasarkan HHI, termasuk penghormatan terhadap pribadi dan harta benda mereka. 
Bilamana penduduk sipil mengalami kesulitan ekonomi akibat proses pemiskinan 
yang nyata dan berkurangnya atau hilangnya sarana produksi, ICRC turun tangan 
dengan memberikan dukungan eknomi. 
Dukungan ekonomi dapat berupa, antara lain distribusi makanan untuk 
mendukung perekonomian, pemberian bantuan untuk diversifikasi dan intensifikasi 
produksi, atau pelayanan dokter hewan untuk melindungi ternak. Bilamana mungkin, 
ICRC memprioritaskan kegiatan dukungan ekonomi. Namun, jenisjenis bantuan yang 
lain seringkali juga sangat penting, karena ICRC tidak berdaya mencegah proses 
pemiskinan dan dekapitalisasi yang diakibatkan oleh konflik. Bilamana proses 
tersebut terjadi, ICRC memberikan bantuan kelangsungan hidup, yaitu barang-barang 
kebutuhan pokok yang tidak dapat lagi dihasilkan oleh sarana produksi milik para 
korban sendiri. 
Ketika keadaan mulai membaik, penduduk memerlukan bantuan untuk 
memulihkan keswasembadaan mereka. Program-program rehabilitasi ekonomi ICRC 
bertujuan untuk memulihkan dan memperkuat sarana produksi melalui serangkaian 
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kegiatan, termasuk distribusi benih, alat pertanian, alat penangkap ikan, dan obat-
obatan ternak, atau rehabilitasi sistem irigasi. 
 
Program air dan habitat ICRC bertujuan untuk: 
i. Menyediakan air minum dan air keperluan rumah tangga bagi korban konflik. 
ii. Melindungi penduduk dari bahaya lingkungan akibat lumpuhnya sistem 
penyediaan air. 
 
Untuk menyediakan akses ke air, memperbaiki higienis32, dan melindungi 
lingkungan, ICRC: 
i. Merehabilitasi instalasi pengolahan air, jaringan distribusi air, atau sistem air 
berbasis gravitasi yang dihubungkan dengan rumah pompa. 
ii. Membangun sumur, memanfaatkan dan melindungi sumber air dan sistem 
pengalihan air, dan membuat sarana penampungan air. 
iii. Memurnikan dan mendistribusikan air minum. 
iv. Membuat dan merehabilitasi toilet umum, dan sistem pengolahan air limbah; 
mengumpulkan dan mengolah limbah, ternasuk limbah rumah sakit. 
v. Merenovasi dan merekonstruksi sarana kesehatan dan sekolah. 
vi. Memperbaiki sarana dan prasarana di tempat-tempat penahanan untuk 
memenuhi kebutuhan air minum minimum bagi para tahanan dan untuk 
menjamin sanitasi dan kondisi kehidupan yang layak. 
vii. Membangun dan menyelenggarakan kamp-kamp bagi pengungsi internal. 
viii. Memperkenalkan program-program pengendalian vektor (hewan pembawa 
penyakit), perlindungan bahan makanan, pengurangan konsumsi energi, dan 
penggunaan energi alternatif. 
 
Program-program kesehatan ICRC bertujuan agar korban konflik mempunyai 
akses ke perawatan kesehatan esensial yang bersifat pencegahan (preventif) maupun 
penyembuhan (kuratif) sesuai standar universal.  
Kegiatan ICRC yang terkait kesehatan antara lain adalah rekostruksi atau 
rehabilitasi bangunan, dukungan manajemen, pelatihan staf medis, pengawasan 
epidemiologis, penggiatan kembali pelayanan imunisasi, penyediaan obat dan alat 
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medis yang penting, dan pemberian pinjaman berupa tim ahli bedah/tim medis asing. 
Untuk mengatasi terganggunya pelayanan kesehatan primer akibat konflik, ICRC 
memberikan bantuan kepada pusat-pusat kesehatan dan rumah-rumah sakit, sejauh 
mungkin dengan partisipasi dari masyarakat setempat. 
Berkat pengalamannya yang panjang dalam merawat korban perang, ICRC 
cukup ahli di bidang ini. Para ahli bedah ICRC melatih tenaga medis luar negeri yang 
bekerja suka rela untuk ICRC tetapi belum terampil dalam bidang tersebut. Mereka 
juga melatih dokter-dokter lokal untuk menguasai keterampilan ini agar mereka dapat 
mengambil alih peran tim ICRC dalam merawat korban perang bilamana tim ICRC 
telah pergi.  
Di tingkat internasional, berbagai kursus dan lokakarya diadakan setiap tahun, 
misalnya kursus HELP (Health Emergencies in Large Populations atau Darurat 
Kesehatan di Daerah Berpenduduk Banyak), yang memungkinkan ICRC menerbitkan 
buku-buku panduan mengenai bedah perang (war sugery) serta memberian kontribusi 
bagi jurnal-jurnal profesional. Di lingkungan yang kurang aman, mendatangi korban 
luka dan membawanya ke rumah sakit bisa merupakan kesulitan yang cukup besar. 
Staf media ICRC menyertai anggota delegasi mengunjungi tempat penahanan 
untuk melakukan asesmen mengenai kesehatan para tahanan dan mendeteksi ada 
tidaknya dampak fisik atau psikologis dari perlakuan buruk. Dokter dan perawat ICRC 
menguasa dengan baik masalah kesehatan yang khas penjara, misalnya higiene, 
epidemiologi, gizi, dan vitamin. Mereka mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan 
umum yang mendesak. Bilamana risiko suatu masalah kesehatan di sebuah penjara 
sangat besar sehingga bagian pelayanan kesehatan di penjara ini kewalahan, ICRC 
menerapkan program kontrol vektor untuk menanggulangi masalah seperti 
tuberkolosis, HIV/AIDS, dan kekurangan vitamin. 
Pada tahun 1979, ICRC mendirikan sebuah unit rehabilitasi fisik bagi korban 
perang. Semenjak itu, ICRC telah melaksanakan dan/atau memantau lebih dari 85 
proyek di 36 negara. Ratusan ribu orang telah menerima prostesis, ortesis (sepatu 
penyangga tegak), kruk, atau kursi roda, disertai fisioterapi. Ini membantu 
memulihkan mobilitas mereka dan, dalam banyak kasus, juga kemandirian ekonomi 
mereka. 
Dengan menyediakan bantuan keuangan, pendidikan, dan teknis, ICRC 
berupaya agar pelayanan rehabilitasi menjangkau lebih banyak korban, meningkat 
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mutunya, dan terus berfungsi dalam jangka panjang, karena alat bantu gerak yang 
dipakai oleh korban perlu diganti dan direparasi secara berkala seumur hidup mereka. 
Tidak semua pemerintah menyediakan pelayanan rehabilitasi secara 
berkesinambungan. Tidak adanya dukungan jangka panjang dari organisasi-organisasi 
setempat mendorong ICRC membentuk dana khusus ICRC bagi orang cacat. Dana ini 
menjamin kesinambungan program rehabilitasi setelah ICRC menarik diri dari negara 
yang bersangkutan dan mendukung pusat-pusat rehabilitasi fisik di negara 
berkembang. 
 
ICRC dan Perhimpunan Nasional 
Di negara-negara yang dilanda konflik, PN dan ICRC bekerja sama untuk 
mengurangi penderitaan manusia dengan meningkatkan operasi bantuan bersama bagi 
para korban. Di mana terjadi konflik bersenjata atau ketegangan dalam negeri, ICRC 
mengkoordinasi semua masukan dari berbagai komponen Gerakan serta mendukung 
PN setempat melalui berbagai tindakan peningkatan kemampuan, terutama di bidang 
manajemen operasional dan pengembangan sumber daya manusia. 
Karena PN dan ICRC berbagi tanggung jawab untuk memberikan bantuan 
kepada para korban konflik, mereka membutuhkan satu sama lain untuk 
menyelesaikan misi bersama ini. ICRC telah mengembangkan keahlian yang cukup 
besar dalam pengembangan HHI dan prinsip-prinsip dasar Gerakan serta telah 
mempunyai pengalaman aksi yang kokoh dalam konflik, termasuk melakukan 
pencarian, yang merupakan salah satu tanggung jawab utama sebuah PN. Pengetahuan 
khusus ini sangat berharga bagi PN, sebab mereka dapat mengandalkan dukungan 
ICRC untuk meningkatkan kinerja mereka di bidang-bidang tersebut33 
Sebaliknya, jaringan luas dan pengetahuan mendalam mengenai kondisi lokal 
yang dimiliki oleh PN merupakan aset yang amat penting bagi ICRC dalam 
merencanakan dan melaksanakan operasi-operasinya.  
Bidang-bidang utama kerja sama antara ICRC dan PN mencakup: 
i. Penyediaan keahlian teknis dan bantuan material serta keuangan kepada PN 
untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan, struktur, dan 
hubungan kerja sama mereka sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab secara efektif dan efisien. 
                                                           
33
 ICRC, Kenali ICRC, Op.cit., hlm. 15 
Sri Rahayu, S.H. | 23  
 
ii. Pemberian saran dan dukungan kepada PN mengenai kepatuhan terhadap 
syarat-syarat bagi pengakuan sebagai sebuah Perhimpunan Palang Merah atau 
Bulan Sabit Merah, mengenai pengesahan dan revisi Anggaran Dasar mereka 
dan mengenai masalah-masalah hukum lainnya, terutama yang terkait dengan 
implementasi HHI atau kepatuhanterhadap hukum tersebut. 
iii. Peningkatan pertukaran informasi operasional dan peningkatan kordinasi 
kegiatan di antara komponen-komponen Gerakan dalam rangka memanfaatkan 
dengan sebaik-baiknya sumber daya yang tersedia dan membantu memperkuat 
tindakan saling mendukung di antara mereka demi para korban konflik 
bersenjata dan situasi kekerasan dalam negeri dan demi penerima bantuan, 
sesuai dengan Perjanjian Seville. 
 
Kegiatan kerja sama dilaksanakan dengan cara berkonsultasi dan berkordinasi 
secara erat dengan FI yang memegang peran sebagai pemimpin dalam membantu PN 
melaksanakan keseluruhan upaya pengembangan diri mereka34 
Tujuan kerja sama ICRC adalah meningkatkan kemampuan PN untuk 
memenuhi tanggung jawab mereka sebagai anggota dari Gerakan dalam memberikan 
pelayanan kemanusiaan di negara masing-masing. ICRC terutama membantu dan 
mendukung PN dalam kegiatan mereka untuk: 
i. Memberikan bantuan kepada para korban konflik dan ketegangan dalam negeri 
(kesiapsiagaan dan penanggulangan). 
ii. Mempromosikan HHI dan menyebarluaskan pengetahuan mengenai prinsip-
prinsip dasar, cita-cita, dan kegiatankegiatan Gerakan. 
iii. Memulihkan hubungan antara anggota keluarga yang tercerai berai sebagai 
bagian dari jaringan kerja pencarian Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di 
seluruh dunia35 
 
Secara bekerja sama dengan PN setempat, ICRC mengembangkan program 
pertolongan pertama pra-rumah sakit serta program evakuasi dan transportasi korban 
luka. ICRC juga meningkatkan kapasitas Perhimpunan Nasional untuk memberikan 
tanggapan (respons) terhadap situasi darurat, misalnya dengan menyelenggarakan 
kursus pertolongan pertama bagi para relawan yang isinya ialah teknik 
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penyelenggaraan dan teknik penyelamatan. ICRC juga dapat memberikan peralatan 
komunikasi dan ambulans kepada PN untuk membantu mereka mempersiapkan diri 
menghadapi keadaan darurat. 
 
 
ICRC dan Indonesia 
Berbagai isu HAM yang muncul di Indonesia memerlukan penanganan yang 
tepat dan cepat dari berbagai pihak. Selain respon yang diberikan oleh Pemerintah 
Republik Indonesia, negara-negara lain, LSM, dan organisasi-organisasi internasional, 
juga terdapat peran yang secara signifikan diberikan oleh ICRC. 
Pada tahun 1945-1965 ICRC bertindak sebagai penengah netral antara 
Indonesia dan Belanda (pemulangan tahanan, pertukaran Berita Palang Merah), 
bantuan untuk interniran/tawanan sipil, dan lain-lain. Di tahun 1991, ICRC bertindak 
sebagai penengah netral dalam krisis penyanderaan di Papua36. Operasi pembebasan 
sandera ini melibatkan seorang anggota ICRC dan dengan menggunakan helikopter 
ICRC.  
Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2004 meminta bantuan kepada 
ICRC dalam upaya pembebasan sandera yang diberitakan sekitar 151 orang yang 
ditahan oleh GAM di Aceh. 
 
Peran ICRC Dalam Kondisi Normal 
Kegiatan ICRC yang bersifat preventif dirancang untuk membatasi efek buruk 
dari konflik dan menjaga agar efek-efek semacam itu sekecil mungkin. Semangat 
yang sesungguhnya dari HHI ialah agar penggunaan kekuatan dilakukan secara 
terkendali dan secara proporsional dengan tujuannya. Karena itu, ICRC berusaha 
untuk menyebarluaskan seluruh rangkaian prinsip-prinsip kemanusiaan dalam rangka 
mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kemungkinan-kemungkinan terburuk 
dari peperangan. 
Dalam program-program preventifnya, target ICRC secara khusus ialah orang-
orang dan kelompok-kelompok yang berada dalam posisi untuk menentukan nasib 
para korban konflik bersenjata atau yang dapat menghalangi atau memfasilitasi 
kegiatan ICRC. Kelompok-kelompok tersebut antara lain adalah angkatan bersenjata, 
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kepolisian, pasukan keamanan dan pihakpihak bersenjata lain, para pengambil 
keputusan, dan para tokoh masyarakat di tingkat lokal maupun internasional dan 
dengan melihat ke depan, juga para remaja, mahasiswa dan para pengajar mereka. 
 
 
Strategi di balik kegiatan-kegiatan tersebut terdiri dari tiga tingkatan: 
i. Membangun kesadaran. 
ii. Mempromosikan HHI melalui pengajaran dan pelatihan. 
iii. Mengintegrasikan HHI dalam kurikulum resmi di bidang hukum, pendidikan, 
dan operasi. 
 
Tujuan akhir dari program-program preventif ICRC tersebut ialah 
mempengaruhi bersikap dan perilaku orang-orang dalam rangka meningkatkan 
perlindungan terhadap orang-orang sipil dan korban-korban lain pada masa konflik 
bersenjata, memfasilitasi akses terhadap korban, dan meningkatkan keamanan bagi 
kegiatan kemanusiaan.  
Negara berkewajiban menjamin bahwa angkatan bersenjatanya menguasai HHI 
dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal serta menerapkannya pada semua situasi. 
ICRC mempromosikan pengintegrasian HHI dan prinsip-prinsip kemanusiaan ini ke 
dalam doktrin, pendidikan, dan pelatihan militer serta membantu negara-negara 
melaksanakan proses tersebut.  
Karena aparat penegak hukum dan ketertiban sering ditugasi menangani situasi 
gangguan dan kekerasan dalam negeri, ICRC juga berupaya agar pihak kepolisian dan 
keamanan menerima pelatihan HHI, hukum HAM, dan prinsip-prinsip kemanusiaan 
universal.  
Dewasa ini, kelompok bersenjata yang jarang atau belum pernah menerima 
pelatihan sering terlibat dalam pertempuran. Semakin banyaknya kelompok bersenjata 
semacam itu mengakibatkan perlakuan semena-mena yang mengerikan terhdap 
penduduk sipil dan membahayakan kegiatan pemberian bantuan kemanusiaan. 
ICRC berusaha menjalin kontak dengan semua pihak yang terlibat konflik 
untuk memperkenalkan kegiatan dan cara kerja ICRC agar akses untuk membantu 
korban menjadi lebih mudah dan keamanan pekerja kemanusiaan lebih terjamin. Saat 
ini, semakin banyak organisasi, kelompok, dan individu yang melakukan kegiatan 
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kemanusiaan. Karena itu diperlukan dialog untuk mencegah timbulnya tumpang tindih 
dan kekacauan usaha-usaha saat di lapangan. 
ICRC berupaya agar para pengambil keputusan, tokoh masyarakat, anggota 
LSM, wartawan, dan orang-orang yang berpengaruh lainnya mengenal kegiatan-
kegiatan ICRC supaya ICRC memperoleh dukungan mereka dalam menjamin 
implementasi HHI. Untuk tujuan itulah, ICRC melakukan “Diplomasi Kemanusiaan”, 
misalnya dengan menjalin serta memelihara jaringan kontak dengan berbagai pelaku 
kemanusiaan dan mengkoordinasi kegiatan dengan pelakupelaku lain di lapangan. 
Untuk menjangkau calon pembuat keputusan dan tokoh masyarakat, ICRC 
membidik dunia akademis, terutama fakultas hukum, ilmu politik, dan jurnalistik, 
untuk mendorong dimasukannya HHI ke dalam berbagai program pelajaran yang 
diselenggarakan.  
Pendekatan ICRC terhadap dunia akademis mencontoh pendekatannya 
terhadap militer, yaitu bekerja sama dengan pihak berwenang di lingkungan 
pendidikan, memberikan pelatihan kepada para calon pelatih, memproduksi bahan 
pengajaran yang dibutuhkan, dan memelihara suatu jaringan kontak dengan dunia 
akademis.  
Agar HHI dikenal oleh semua lapisan masyarakat dan menjadi bagian dari 
pendidikan dasar, ICRC membantu kementerian pendidikan, PN, dan lembaga-
lembaga pendidikan lainnya di berbagai negara untuk mengintegrasikan HHI dan 
topik-topik terkait ke dalam program pendidikan sekolah menengah. ICRC telah 
menyusun program pendidikan untuk anak usia 13-18 tahun dalam rangka membantu 
mereka menghayati prinsipprinsip kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari dan 
menerapkan prinsip-prinsip tersebut ketika mengevaluasi berbagai peristiwa yang 
terjadi di dalam dan luar negeri. 
Program pendidikan ini dinamai “Eksplorasi Hukum Humaniter”, terdiri dari 
satu paket bahan ajar berdurasi 30 jam, dan telah diterjemahkan ke dalam 25 bahasa. 
Sejak diluncurkan pada tahun 2001, program ini telah diadopsi atau sedang 
dipertimbangkan untuk diadopsi ke dalam kurikulum pendidikan sekolah menengah 
atas oleh pihak berwenang terkait di kurang lebih 90 negara.  
Selain itu, ketika konfliknya telah usai, ranjau dan senjata-senjata ledak sisa 
perang sering kali terus membunuh dan melumpuhkan penduduk sipil, menghalangi 
akses ke barang kebutuhan dasar, dan menghambat rekonsiliasi. Sehingga ICRC 
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melaksanakan program “Aksi Ranjau”. Tujuannya ialah mengurangi penderitaan 
penduduk di daerah yang terkontaminasi ranjau/senjata ledak sisa perang. 
Program ini fleksibel dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan di masing-
masing daerah. Program ini bisa mencakup: penyediaan akses yang aman ke air dan 
kayu bakar atau ke kawasan bermain yang aman bagi anak-anak dan kegiatan 
penyuluhan untuk mencegah kecelakaan. Kegiatan penyuluhan ini bisa mencakup: 
memberikan informasi tentang kawasan-kawasan setempat yang terkontaminasi, 
membuat penduduk waspada akan bahaya ranjau dan senjata ledak sisa perang, dan 
mempromosikan perilaku yang aman.  
ICRC pada tahun 1999 meluncurkan sebuah program riset yang bekerja sama 
dengan dengan kalangan akademis. Program ini bertujuan mengetahui pandangan 
orang sipil dan kombatan tentang perang dan meningkatkan penghormatan terhadap 
aturan perang. Melalui riset ini, ICRC berupaya membangun momentum dan keahlian 
lokal maupun internasional menyangkut strategi pencegahan dan memperkuat 
kegiatan riset HHI di kalangan lembaga penelitian, perguruan tinggi, organisasi 
internasional, LSM, dan spesialis pencegahan. 
 
ICRC dan Indonesia 
ICRC telah bekerja di Indonesia sejak dasawarsa 1940-an. Setelah proklamasi 
kemerdekaan Republik Indonesia, ICRC secara progresif mengembangkan kerja sama 
erat dengan pemerintah Indonesia. Kerja sama ini dimulai sejak saat terjadinya konflik 
di Maluku Selatan (1950-1952) ketika ICRC mengunjungi orang-orang yang ditahan 
oleh ABRI. Demikian pula, ICRC diberi ijin untuk mengunjungi anggota G30S/PKI 
yang ditahan berkaitan dengan percobaan kudeta pada tahun 1965. 
Kunjungan tahanan ICRC pertama kali dilakukan di Lombok pada tahun 1966. 
Di tahun yang sama pula, ICRC bersama PMI menggelar operasi bantuan 
kemanusiaan selama 6 bulan bagi pengungsi di Kalimantan. Kunjungan tahanan ICRC 
pun juga pertama kali dilakukan pada tahun 1970 di pulau Jawa, tepatnya di penjara 
Tangerang37 
Pada tahun 1977, ICRC memperoleh ijin tertulis resmi dari pemerintah 
Republik Indonesia untuk mengunjungi semua tahanan/narapidana politik di 
Indonesia. Di lain pihak, operasi bantuan kemanusiaan dan kesehatan selama setahun 
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juga digelar di Papua sebagai akibat bencana kekeringan. Dalam dasawarsa 1980-an, 
ICRC diperbolehkan mengunjungi para aktivis Muslim yang ditahan di Indonesia. 
Setelah itu, ICRC diperbolehkan mengunjungi orang-orang yang ditahan 
akibat kekerasan bersenjata di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh, Sumatera Utara, 
Jawa, Bali, dan Papua, maupun di Timor Timur (sewaktu Timor Timur masih menjadi 
bagian Indonesia)38  
Orang-orang yang dikunjungi tersebut ditahan di tempat-tempat penahanan 
yang ada di bawah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian 
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM), dan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (POLRI). Kunjungan-kunjungan ini (dan semua kunjungan 
lainnya kepada para tahanan yang dilakukan oleh ICRC di seluruh dunia) mengikuti 
prosedur dan tata cara yang persis sama39 
Salah satu kegiatan ICRC pada tahun 1984 adalah dengan mengunjungi 
Yogyakarta untuk menyerahkan obat-obatan kepada Palang merah Indonesia (PMI) 
Yogyakarta40 
Misi ICRC pertama ke Papua dilaksanakan pada 1988 dan pada tahun 
berikutnya mendapatkan ijin untuk mengadakan kunjungan tahanan. Pada tahun 1991 
kunjungan tahanan pertama dilakukan di Aceh. Sebuah lonjakan yang sangat besar 
dilakukan oleh ICRC dengan menggagas program akademik untuk meningkatkan 
pengintegrasian HHI ke dalam kurikulum fakultas hukum di Indonesia.  
Di tahun 1998, kerja sama pertama ICRC dengan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (POLRI) di bidang penahanan. Pada tahun ini pula, memulai program 
integrasi HHI dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)41 
Di tahun yang sama, POLRI memberi akses sebesar-besarnya kepada ICRC ke 
semua fasilitas penahanan POLRI. Saat terjadi tsunami di Aceh (2004-2005), ICRC 
bekerja sama dengan PMI untuk memberi bantuan kemanusiaan bagi korban 
tsunami42 
Pada tahun 2007-2008, ICRC mengadaptasikan kegiatan kunjungan 
tahanannya dan secara bertahap mengembangkan pendekatan struktural terhadap 
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masalah penahanan di Indonesia. Selain itu, ICRC juga telah menghentikan operasi 
bantuan kemanusiaan dan rehabilitasi tsunami di Aceh43 
Selain bekerja sama dengan pihak berwenang di Indonesia, ICRC juga 
melakukan berbagai kegiatan lainnya dengan Perhimpunan Nasional Indonesia 
(dikenal dengan Palang merah Indonesia/PMI). 
Berbagai bantuan kemanusiaan telah dilakukan dan diberikan oleh ICRC 
melalui kordinasi dengan PMI. Bantuan kemanusiaan operasi katarak di Papua44, 
Program Donasi Kacamata di Papua45, penyelesaian konflik di Pulau Galang (1975)46, 
penanggulangan bencana tsunami di Aceh melalui program yang disebut Restoring 
Family Links47, peluncuran buku48, berbagai pertemuan dgn PN lain49, berbagai 
pelatihan50, sosialisasi51, seminar52, bantuan bagi korban bencana alam, dan lain-lain 
juga turut dilaksanakan oleh ICRC bekerja sama dengan PMI. ICRC dan PMI pun 
juga telah bekerja sama dalam menerbitkan berbagai buklet yang dibagiakan secara 
gratis kepada masyarakat.  
Selain kunjungan ke tahanan, memeriksa kesehatan lingkungan penjara, 
sanitasi, makanan, dan kesehatan tubuh tahanan. Bantuan lain yang juga diberikan 
oleh ICRC juga berupa seminar, workshop, diskusi, lomba debat, International 
Humanitarian Law Moot Court Competition (IHL MCC), dan berbagai kegiatan 
lainnya untuk mempromosikan HHI baik kepada pasukan TNI53, POLRI54, 
mahasiswa55, maupun masyarakat umum56. 
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Penutup 
Meskipun landasan hukum baik dalam lingkup internasional maupun nasional 
mengenai perlindungan HAM telah dibuat, namun dalam realitasnya, berbagai peraturan 
hukum tentang HAM tersebut masih belum diimplementasikan sebagaimana mestinya. 
Terkait isu HAM yang dipaparkan sebelumnya, respon yang diberikan oleh Pemerintah 
Republik Indonesia sudah sepantasnya untuk dilakukan (sudah tepat). Namun, untuk 
beberapa tahap penyelesaian, pemerintah Republik Indonesia masih lebih cenderung 
menggunakan tindakan di jalur militer yang sebenarnya menurut pandangan penulis 
merupakan tahap yang paling akhir untuk ditempuh.  
ICRC sebagai organisasi internasional yang independen di bidang kemanusiaan telah 
menunjukkan berbagai perannya dalam memajukan dan meningkatkan penghormatan HAM 
baik dalam kondisi perang, konflik, bencana, maupun dalam kondisi normal. Berbagai 
tindakan riil yang telah diambil yaitu dengan melakukan berbagai seminar, workshop, 
diskusi, peluncuran buku, dan berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya (operasi katarak, 
kunjungan ke berbagai tahanan, dan lain-lain) demi memajukan dan menyebarluaskan 
penghormatan HAM, khususnya dalam Hukum Humaniter Internasional. Kegiatan ICRC 
tentu saja tidak dapat dilaksanakan tanpa kerja sama dengan berbagai Perhimpunan Nasional, 
pemerintah, LSM, dan komunitas-komunitas lain. Selain itu, kegiatan ICRC tidak hanya 
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